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PUTUSAN
Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Twg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan
mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara
elektronik dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan antara:
PENGGUGAT, NIK 1xxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXxX, tempat tinggal di RT.002,
RW.001, XXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXX XXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXX  XXXXXX XxXxX, dalam perkara ini telah memberikan
kuasa khusus kepada Makmun, S.H. dan Ani Widi Astuti, S.H.
Para Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat
Makmun Darusman & Rekan, beralamat di Jalan Lintas Timur,
Simpang Lima, Unit 2, Desa Purwajaya, Kecamatan Banjar
Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, yang
beralamat elektronik pada alamat email:
makmundarusman@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 4 Oktober 2024, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah
Nomor 342/Kuasa/2024/PA.Twg, tertanggal 21 Oktober 2024,

selanjutnya disebut Penggugat;

melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxxxx, 28 Juni 1997, umur 27
(dua puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah
Dasar), pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di XXXXX XXXXXXX,
RT.006, RW.003, XXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;
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Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Twg, pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan

dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2020, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi
Lampung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal
dikeluarkannya buku nikah 28 September 2020;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup,
sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di:

3.1. rumah orangtua Tergugat di XXxXx XXXXX XXxxxX, Lampung Utara selama
lebih kurang 3 bulan;

3.2. rumah orangtua Penggugat di XXxxx XxxxXx xxxX, Tulang Bawang Barat,
hingga pisah tempat tinggal;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul
layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi
sejak bulan Oktober 2022 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat
selingkuh dengan perempuan lain, diketahui dari isi chat di handphone
Tergugat dengan perempuan tersebut, serta Tergugat sering berkomunikasi
lewat telepon dengan perempuan tersebut, hal tersebut dilakukan
terang-terangan sekalipun di hadapan Penggugat. Ketika dikonfirmasi
Tergugat mengakuinya kemudian pernah dibuat kesepakatan/perjanjian
yang pada intinya Tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut,

tetapi kenyataannya diingkari oleh Tergugat;
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6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat, sehingga sejak awal tahun 2024 Penggugat dan Tergugat pisah
tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di
XXXXX XXXXX XXXX, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat
di xxxx xxxxx xxxxxx, Lampung Utara, hingga gugatan ini di buat sudah
berjalan selama lebih kurang 9 bulan;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sedikitnya sudah 4 kali dinasihati dan/atau
dirukunkan oleh orangtua Penggugat, orangtua Tergugat, kakak Penggugat,
akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan
Tergugat dan memohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(xxxxxxxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);

9. Bahwa Penggugat memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini
diputuskan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Penggugat memohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Hakim Yang
Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya
berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’'in sughra Tergugat (xxxxxxxx) terhadap
Penggugat (XXXXXXXX,);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa
hukumnya hadir menghadap ke persidangan berdasarkan surat kuasa khusus,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah
Nomor 342/Kuasa/2024/PA.Twg, tertanggal 21 Oktober 2024, serta Hakim telah

memeriksa syarat adminstrasi dari kuasa Hukum Penggugat;
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang
sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran
Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati
Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan
Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan
maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya, Penggugat

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
I.  Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor Xxxxxxxxx, atas nama
Penggugat, yang aslinya dibuat dan dikeluarkan oleh Kepalo Xxxxx Xxxxx
xxxx, tanggal 1 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten
Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, tanggal 28 September 2020,
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,
selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Il. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di RT.015, RW.006, Tiyuh Balam Jaya, Kecamatan Way
Kenanga, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XxxxX, di bawah sumpahnya

menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi

adalah kakak kandung Penggugat;
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- Bahwa sebelum menikah Penggugat janda cerai hidup, sedangkan
Tergugat berstatus bujang;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtua
Tergugat di XXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXxXX, kemudian pindah ke rumah
orangtua Penggugat di xxxxx XxxxX Xxxxx, Tulang Bawang Barat
sampai pisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana
layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi
disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal
bulan Oktober 2022;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat
dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki perempuan idaman lain;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung
Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa puncaknya disebabkan persoalan tersebut di atas, Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat
dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan
yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan
Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya
sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

2. SAKSI 3, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di RT.001, RW.001, Tiyuh Balam ASri, XXXXXXXXX XXX XXXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXX XXXXXX XXXxX, di bawah sumpahnya menerangkan
hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal
Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu

Penggugat;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat janda cerai hidup, sedangkan
Tergugat berstatus bujang;
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- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtua
Tergugat di xxXxx XXxxx Xxxxxx, Lampung Utara, kemudian pindah ke
rumah orangtua Penggugat di xxxxx XxxxX xxxX, Tulang Bawang
Barat sampai pisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana
layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi
disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal
bulan Oktober 2022;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat
dan Tergugat disebabkan Tergugat diketahui mempunyai wanita
idaman lain;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung
pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa puncaknya disebabkan persoalan tersebut di atas, Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat
dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan
yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa saksi telah berusaha pula untuk menasihati Penggugat agar
rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya

sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa  selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan
keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan
sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada

gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat
Kuasa Khusus dari Penggugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 342/Kuasa/2024/PA.Twg, tertanggal 21
Oktober 2024, maka Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah
memenuhi Syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat
Edaran Mahakamah Agung Rl Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994
tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga
telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah
menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal
secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, pada awalnya
hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat
dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan
mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat
dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 17
PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun
ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk hadir sebagai wakil’kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya
itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo Pasal 149 ayat (1)
RBg jo. Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg jo. Pasal
82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar

rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam
persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1

tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya
Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg,
yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka

Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan
Domisili dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup serta
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdata kedua alat bukti tersebut
adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat,
dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan
perkawinan yang sabh;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim memandang perlu
mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat
dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi
yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup
rukun dan harmonis mesikipun belum dikaruniai anak;

2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan

Tergugat disebabkan Tergugat memiliki perempuan idaman lain;
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4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga
sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan
Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk
dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat
sebanyak 2 (dua) orang saksi [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan
keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911
KUHPerdata], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan
secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut

secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di
bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya
dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan
Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah
berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan
keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal 9 (sembilan) bulan yang lalu
hingga sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai

alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii Penggugat yang telah
dibuktikan di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian

ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX dan
memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun
dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis

lagi;
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3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat
dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga sekarang;

5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat
hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, wa rahmabh;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon
agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan
Tergugat oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah
terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga telah berusaha merukunkan
keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat
tinggal 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga sekarang, maka maksud dari
ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut
di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan
rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami-istri, justru
sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang
berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan
perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang
sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan

mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan,
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sesuai makna gaidah Fighiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman
62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini,
yang berbunyi:

Fladl Gla e adie alidll ¢ o

Artinya:“Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan
pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Figh as Sunnah, Juz
II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini,

sebagai berikut:

Y Oy zsoll Gl yiel o Al A ol eal Wges cad 130
il bagin ZaY) o aldll Jac g Ll G 5 kel ol aaa GUaY

Artinya: “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri
atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri
tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim
dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan
hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua)
Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 150
RBg, Hakim berpendapat gugatan Penggugat akan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam Pengadilan akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam
lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah
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diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi
dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam
perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 November 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh
saya Venti Ambarwati, S.H.l., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk oleh
Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta Surat Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/KMA/HK.05/2/2022 tanggal
25 Februari 2022 perihal permohonan izin persidangan dengan Hakim
Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh
Mashuri, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, dan putusan tersebut telah dikirim

secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Venti Ambarwati, S.H.l., M.H.
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Panitera Pengganti,

Mashuri, S.H.I.

Perincian biaya

Pendaftaran ‘Rp 30.000,00
Proses "Rp 75.000,00
Panggilan :Rp 165.000,00
PNBP Panggilan :Rp  20.000,00
Redaksi "Rp 10.000,00
Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

2L S o
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